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II.,RAI.J GUBERNUR JAWA BARAT

;1r ty4qlit QftAFiuN 2-oo9

I tf.J lAI.JG

PETUNJUK PEI,A.| :.,AI\I/\AI..I PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 6 IAI IUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN PANAS BUMI

.:I IEItrPNI! IA I \A1A RAPAT

a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Panas Bumi, perlu adanya
petunjLrk pelaksanaan sebagai acuan bagi masyarakat dan pihak yang
hcrktrnPntinnan'

b. bahwa blrclasarkan peftimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan
Peraturil Cjr,rirernur Jawa Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daeri,r !'rr.',n:;i ].iwa Balat Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

PaIr.t. ,.):ri, r .

1. Undariii-L.iir ii:ii)f i\lomor i 1 fahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi
.la\ /;i i:).r! ,:;- (lirrita Negara Republik Incionesia tanggal 4 Juli 1950);

2. Unciiir,-j-|J il;;ilq Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokr-,1. ,'':i.:ri; (i.crnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
78, l';r. r,l iilr;rir L r;nrbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Peftanrbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967
Nomor 2.r-, Ter:rbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);

4. Undang-lJnrlanq Nlomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan
(Lemi-.':rran l''! ',:r;rra Repr.rblik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan
Lenri,.:,., l l l,, r rin l(epublik lndonesia Nomor 3317);

5. Uncii.rr,'. t t,:.'..ti.:: [r]r:mcr' 5 Tahirn 1990 tentang Konservasi Sumber Daya

Alarrrr i, i ', .i.,ir t-i(osi:,'rc,r nya (Lemharan Negara Republik Indonesia
Talrtrrt r'j.,,1 ri,,r,.Jr 115, l.rnrlrahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Ngntor_ . i i;r.) I );

6. Unda;rg-tJrrdarrg Nomor 23 'tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidufr (Lerrrlr;rran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68,
TanrL.iir.rn l.-e mbaran Negara Republik indonesia Nomor 3699);

7. Undang-Undarrg Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha f-idak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3817);

B. Undang-Unr:lang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran
Neger; i:lrpu;iik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran
Negara Reprrblik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah
dengan (-lndanq-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan
Peratrrr,.rrr {rrniirr.intah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
teri..jr,Lt '-r,.r r.;irr"r aLcs Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Menimbang

Mengingat

Jalan Diponcsulr h,, 2,) 1. i( l(nl (022) 42i2448 - 4233347 - 4230963 Faks. (022) 4203450
BANDTJT'rG 40115



2

Kehutanrn N4enjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4412);

9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negar-a P.eoublik Indonesia Nomor 4327);

lo.Undanq-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Leml-,ararr l\legara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diut-.air L;,,ri;erapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tr-rri..lnqr P.rubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 i:e,ntariq Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoncsia l.lornor 4844);

11. Undang.l.ln(iang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lenrl-.,r.:i;;ir l.Jcgara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6B, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

12, Peratr-rran Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan
Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3394) seoagainrana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3

Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10

Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
(Lemi,rr:i|r i'iir.l.r a Re]l)ublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan
Lernb;r;,r r i'ji,i-1.rr a ilepublik Indonesia Nomor 4469);

13. Peral{.riirr'r lcnrcriniah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai
Daml:ai'. l-ingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 59, Tanrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

14. Peralrrri:rr r:'errerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemci rrrt.riian an[ara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Penrcr-itirir:rr Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indorrcsia I'airun 2007 Nomcr 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha
Panas Bumi (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
132, T..r:rbahrn Lcr-nbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777.);

16. Peratur';rri Penrerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilay;:ir I.lasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
200t; r,(:,,:r'r il-.lanrhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
48-i.1):

17. Peri.:: ,r,.,, ' i.i,,i.,-,,i i.lci-gi tjan Srtmber Daya tqineral Nomor 5 Tahun 2007
terri::'', !,:ia,ir:ii) i:;iin[]clasat) Sunei Pendahuluan;

18. Pernl-,i,i!,ii,liitii-(,i'i Ereigi clan Suirrber Daya Mineral Nomor llTahun 2008
tentar rl [ri;] Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi;

19. Peratirr.rrr l'i,.:rrieri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 05 Tahun 2009
tentancJ i)edoman Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT. PLN (Persero)
dari Koperasi aiau Badan Usaha Lain;

20. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 11 Tahun 2009
tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi;
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21. Peratur'.r!'r Daerah Provinsi la\rya Barat Nomor 2 Tahun 2000 tentang
Pen!,,.alt p?.2,'Er rl?.?ri SiDil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3

Menetapkan

27. .;:=-... ,.- --:a:ei-, ii-cvlnsr .rarva Barat Nomor 6 Tanun 2006 tentang
Pengelolaan Panas Bumi (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 5 Seri E,

Tambehan Lcmbaran Daerah Nomor 6);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008
Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

24. Peraturan Daerah Nomor .......Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009
Nonror.......Seri..., Tambahan Lembaran Daerah Nomor....);

T4EMUTUSKAN :

PERATUR.AI.] GUBEF.NUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAI'I PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG
PENGELCL-^"A[] I)AIIAS BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah arlalair Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerirrtah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur
pen)/i:lc:r ij(l a ra pemei-intahan Daerah.

3. Gubri iii.:r- rri;:laii Gr-rbernur Jawa Barat.

4. KabLil::ri:r r7i.:oia acialah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di lawa Barat.

6. Dinas;,ciaiah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.

7. Kepala ijinijs adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Proviilii ialva []arat.

B. Panas Birmi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air
pdflas, Liop air ,jan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang
secara genetil( semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas
bumi dan r"rntr.rk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan.

9. Pengeioiaan l)anas Bumi adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup
segala lii,i;iatan irrventarisasi, survey pendahuluan, pengelolaan informasi,
perijir::.'r, i-,cr.:litirn dan pengembangan, pembinaan dan pengawasan
sert;r ',,. rr, .,ir'r-.rr.r i.rcrtambangan panas bumi lintas Kabupaten/Kota.

10. Potr,rr ,,,t i,r,r'ut:, iLLrlrti arialah sumberdava dan cadangan panas bumi.

11. Badan ttsal-ra adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan
usaha rrriiii'. noqara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang
didiril: rrr ;::r 'ri dcngan ketentuan pcraturan perundang-undangan yang
berliiii,-t, trirlul, menjalankan jenis usaha tetap dan terus-menerus, bekerja
dan i-,;-.r l, ,r.iLrr,j.ril;.rn rjalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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12. Usaha Pertanlbangan Panas Bumi adalah usaha yang meliputi kegiatan

eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi'

13.IzinUsahaPertambanganPanasBumi,yangselanjutnyadisebutlUP-- 
aOalafr izin untuk melakianakan Usaha Pertambangan Panas Bumi'

14. Survei Pendahuluan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis- 
dan pe.,vi:jian data yang berh-ubungan dingan informasi kondisi geologi,

g.ontiku, 
'Oun geokimla untuk memperkirakan letak dan adanya

iumberdaya panas bumi serta wilayah kerja'

15. Eksploi"asi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan.geologi'

geohsika, geokimia, iengeboran uji dan pengeboran sumur eKplorasi

iang bot,iluan untuk riemperoleh dan menambah informasi kondisi

s""ilsi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan

potensi Panas bumi.

16, Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan panas

bumi untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang

berkaitan Untuk menentukan kelayakan usaha pertambangan panas bumi,

iermasuk penyelidikan atau studi jumlah cadangan yang dapat

dieksploitasi.

lT.Eksploitasiaclalahrangkaiankegiatanpadasuatuwilayahkerjatert€ntu
yang tneliputi pemboian sumur pengembangan dan sumur reinjeksi'

iruriongrnon iasilitas lapangan dan operasi sumberdaya panas bumi

serta plmanfaatannya untuk pembangkit tenaga listrik dan/atau

pemanfaatan Iainnya.

18. Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi selanjutnya disebut wilayah

Kerja arlalah wilayah yang ditetapkan dalam IUP oleh Menteri Energi dan

Sumber D3'/a lvlineral.

19. pemanfaatan Langsung adalah kegiatan usaha pemanfaatan.energi dan

atau fluirla panas bumi untuk keperluan non listrik, baik untuk kepentingan

umun, n,o,ipgn untuk kepentingan sendiri untuk tujuan komersial, antara

lain Ltiri.iril pir.rses industri, agroindustri dan pariwisata'

20. Pem.ilri'aari'..lrr 
'l-icJak Langsung untuk Tenaga Listrik adalah kegiatan usaha

perri,lr.ri';r:ri:tt-r panas bumi untuk pembangkitan listrik, baik untuk

i<el:rr riii,,,-.r,n :;'r-rr1iri, tttjuan komersial, maupun untuk kepentingan umum'

21. Min:._.r.rl 1,.rrir;r acJalah bahan mineral selain minyak dan gas bumi yang

diteriirri ,rrr i.i..tl.:rn zat alirifluida dan atau dihasilkan dalam jumlah yang

menrttj.ri scciri.a khusus/komersial pada kegiatan pengusahaan panas

bumi, seria l.idak memerlukan penambangan dan produksi secara khusus

sebaqlirnana riiatur dalam proses penambangan mineral'

22. lurair iri'ir.iirl..-cr adalah iuran yang dibayarkan kepada negara atas hasil

yang i-irirLrLiiitit ,-iari usaha pertambangan panas bumi'

23. Iuran I'etap adalah iuran yang dibayarkan kepada negara sebagai.imbalan

atas kesempatan ekplorasi, studi kelayakan dan ekploitasi pada suatu

wilayah kerja.

24. Kawasan Panas Bumi adalah suatu area terpilih dari area sebaran potensi

panasburniyangac,Ia,dimanakebutuhanenergidikawasantersebut
dipenr-rhi olch energi panas bumi.

25. Pemltinian aclalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan,

pi:tLirrjr:1., irrr-r,irinrLan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan

pe r' . :. . . ,rla:: irLllni
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26. Pengai'r;::,rD,:.i:l:th !{.egiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya

peraturan per t.rrrda nq-unda ngan pengelolaan panas bumi.

27. pengenciaiian acJalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan,

penelrti.rir oan pernantiuan kegiatan pengusahaan panas bumi untuk

menjar r ri r r r),rn r. lrrfaatannya secara optimal dan berkelanjutan.

BAB II

PEt ll lr' ' i i^l\l \.^./EWEr\IANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

(1) Weweri,:,i,.-r ti rrr tanggungjawab pengelolaan panas bumi dilimpahkan

kepada Dinas.

(2) Kewenangan Dinas dalam pengelolaan panas bumi, meliputi :

a. Inventarisirsi dan penyusunan neraca potensi panas bumi;

b. Pengeiolaan informasi geologi dan potensi panas bumi di wilayah lintas

Kabupaten/Kota;

c. Pelelangan wilayah kerja panas bumi di wilayah lintas Kabupaten/
Kota;

d. Pembinaan dan pengawasan usaha pengelolaan panas bumi di wilayah

lintas Kal-,Lrpaten/Kota.

BAB III
INVENif/rRIS,rrSI DAI'.I NERACA POTENSI PANAS BUMI

Bagian Kesatu

Irrventarisasi Potensi Panas Bumi

Pasal 3

(1) Kegiatan inventai-isasi potensi panas bumi dilakukan oleh Dinas melalui

studi literatur dan penelitian lapangan berupa suruei pendahuluan.

(2) Survei pencl.iltuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dikerjasamakan dengan badan usaha setelah mengajukan permohonan

kepada Gubernur melalui Dinas.

(3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pihak yang

memiliki keahlian dan kemampuan untuk melakukan survey pendahuluan

atas biaya dan risiko scndiri.

(4) Permohonan untuk dapat melaksanakan Survei Pendahuluan harus
dilampiri cjenrlan : '
a. Iriinl rias 1 

,,:n rohon/ Akte Pendirian Perusahaan;

b. Prclll l)uri.i:iilhaan dilengkapi dengan Tenaga ahli di bidang Panas

Bitmt;

c. Alas.rir pe;rLiohonan,'

d. licrir.Jr]() i(ri.nis l(egiatan selama Survei Pendahuluan yang dilengkapi
j.:,;r.ri:i klr r,r,

e. [re'.a ioi(asi;

f. Rencana kerja dan anggaran biaya;

9. Noinor Fokok Wajib Pajak (NPWP) dan;

h. Bukii Kelremilikan dana yang akan digunakan untuk Survei

PencjahuiLran selama jangka waktu Penugasan Survei Pendahuluan
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C:l:rn b,:r:trik qaransi bank (bank guarantee), deposito atau dana
hutang siap pakai (standby loan).

(5) Dinas nrelakukan kajian atas permohonan yang disampaikan melalui 'fim
l"ekrirs y.rnrl dibentuk oleh Dinas dan menyampaikan hasilnya kepada
Gr..ttrtr r'lLrr.

(6) Bertl;t.arkarr hasil kajian Dinas, Gubernur mengusulkan permohonan
penug;rsarr suruey pendahuluan kepada Menteri.

(7) Dalari'i trai pemohon penLrgasan survey pendahuluan untuk suatu wilayah
berjrr.rlrlr lcirih dari satu, Dinas dapat melakukan proses seleksi terhadap
para [), ]rrtollon dari aspek kompetensi teknis dan keuangan.

(8) Pelak:,..rraa11 survei pendahuluan oleh badan usaha mengacu pada
keterrl,i.,rj i)(lratutan perundang-Undangan.

(9) Dat; ,: -,ir ini'orrnasi .hasil inventarisasi dan survey pendahuluan

Bagian Kedua

Wiiay;rh Ke{a Peftambangan panas Bumi

Pasal 4

(1) Berdasarkan data dan informasi sebagaimana pasal 3 ayat (B), Dinas
melai<i;i<,in irenyiapan peta y/ilayah kerja pertambangan panas bumi,
dengan l(ctentuan sebagai berikut :

d. l'1eng1r.rn.iiqan sistem koordinat, peta dasar dan peta wilayah
pertarlbangan panas bumi dengan format yang seragam;

b. lrierr;rapi.air teknoloqi Sistem Informasi Geoqrafis (SIG) yang berlaku
un lvei-sal;

c' vJila'iah xerja digambar dalam skara prano A3 dan dibatasi garis
lirita ne dan bujur;

d. f.lenrlllurr,rkan Datum Geodesi Nasional 1995/wGS g4; dan
e. Peta i.aiiiayalr kerja menggambarkan batas dan luas, lokasi

administratif, tumpang tindih lahan, manifestasi panas bumi, daerah
prospek. tanggal penerbitan, informasi status lahan, keterangan peta,
skala garis, sumber peta, pengesahan peta Oan tampiran ainai
kor.:rriinat.

(2) Peta wilayah ker]a pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diusurkan oreh Gubernur untuk ditetapkan oreh Menteri,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Seluruh wilayah kerja pertambangan panas bumi yang telah ditetapkan
Pemerintah serta usulan wilayah kerja pertambangan panas bumi oleh
Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) herupakan Kawasan
Panas Bumi dan menjadi bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) lrc,.rinsi dan Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

I'icr-ae a Potensi panas Bunri

Pasal 5

(1) Data can inrormasi hasir inventarisasi dan survey pendahuruan
sebag:rinrana dimaksud pada pasal 3 ayat (9) digunakan untuk
penyusrlrran rri:raca potensi panas bumi, yaitu telaahan tentang potensi
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panas bLrlni Can alternatif terbaik r.encana pemanfaatan panas bumi
dalam l<urun waktu 5 (lima) tahun.

(2) Neraca potensi panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
sebagar dasar bagi kebijakan pengembangan dan rencana pemanfaatan
potensi panas bumi untuk pemanfaatan langsung maupun tidak langsung.

(3) Neraca potensi panas bumi disusun oleh Dinas dengan melibatkan pihak
terkait dan mempeftimbangkan :

a. Data polensi panas bumi;

b. Proyeksi kebutuhan listrik;

c. Ketersediaan jaringan;

d. Tata guna lahan;

e. Kavrasan konservasi; dan

f. Konr_iisi sosial, ekononri, dan budaya masyarakat,

BAB IV

t,r _|'IGIJSAHAAN PANAS BUMI

Bagian Kesatu

t.r:iang Wilayah Keq'a panas Bumi

Pasat 6

(1) Setei;.i, 'rit,-i..;r;kAn oleh tvlenteri, Gubernur mengumumkan wilayah kerja
p€r ii, r; .i,r-'I ;)anas bumi secara terbuka untuk ditawarkan kepada
badan u:,alra rlengan cara lelang terbuka.

(2) Dalarrr riit,:l;:ks.rrrakan penavvaran wilayah kerja pertambangan panas bumi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur mempunyai kewajiban :

a. Mcrnrbent.trk Panitia Pelelangan Wilayah Kerja pertambangan panas
Bunri yang keanggotaannya berjumlah ganjil dengan ketentuan paling
sedikit 5 (lima) orang yang memahami tata cara pelelangan wilayah
kerja 1.:errambangan panas bumi, substansi pengusahaan panas bumi
ternrasuk pemanfaatannya, hukum dan bidang lain yang diperlukan
baik riar.i unsur-Ltnsur di dalam maupun di luar Organisasi perangkat
Daeralr; rjan

b. Menetapl<an dan mengesahkan hasil pelelangan wilayah , kerja
pedambangan panas bumi, sesuai ketentuan peraturan perundang_
unclanqarr;

(3) Tugas, ,!.,;i.ri i,jn! dan tanggung jawab panitia pelelangan Wilayah Kerja
Pertarrrbanqan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufL,
meliputi :

a. penyusunan jadual dan penetapan lokasi pelelangan wilayah kerja
pertambangan panas bumi;

b. penyiapan dokumen lelang;

c. pengumuman pelelangan wilayah kerja pertambangan panas bumi;

d. penilaian kualifikasi badan usaha melalui prakualifikasi;

e. pelaksanaan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;

f. pengusularr calon pemenang; dan

g. pembuatan berita acara pelelangan wilayah kerja pertambangan panas
burni.
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/d\ n2t2rn h:r! rlrnerlltkan. Panitia Pelelangan WKP dapat menunjuk tenaga
,-, 

Ifriil.nroui;;,;;r;b"r-yang Oerasaf dari kalangan akademis, asosiasi

Prof€rsi .ii-au lrraklisi.

(5) Peieiarrgarr si,iayafr kerja pertambangan panas bumi dilakukan dalam dua

tahail, Yailu :

a. Tahap icesatu, meliputi evaluasi terhadap aspek administratif' teknis

dan l<ernanrPuan keuangan;

b. 1'alii,rp k:eiiiia, yaitu penawaran harga listrik dan/atau harga uap'

dikaiLkan aengan evilr,rasi teknis tahap kesatu khususnya program

Ilcita scrt,t l(cuangan'

(6) Tatacara lr(-.lal(sanaan lelang wilayah kerja pertambangan panas bumi
'-' b"rp,,,.i,,,,,:rn p.tcla ketentuan peraturan perundang-undangan'

(7) Dalam lal srrrvey pendahuluan dilaksanakan oleh badan usaha

''' ,.bi,tni,ron. .lima'ksud pada Pasal 3 ayat (2), badan usaha yang

men(lai)ai !Lln(rgasan survey pendahuluan. langsung dinyatakan lulus

tahap l.csai.L:, serta memiliki hak untuk melakukan perubahan penawaran

(first i it:l tt 
^.'[u!;rD.

(B) Daii.tirr i...1 :: rr1-,rt us.rha pelaksana penugasan survey pendahuluan.tidak
'"' ie-n1,.,li i i.t.lrlang lelang wilayah kerja pertambangan panas. bumi'

baclan us"rr;'r l)ernenan-q lelang wajib membayar kompensasi ,data
(awartk:ci rontpensatioi) t"tuii kLtentuan peraturan perundang-

undangatr.

(1) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Panas Bumi. diberikan untuk jangka

waktu 35 (tiga puluh lima) tahun yang meliputi kegiatan :

a. eksplorasi, berlaku selama 3 (tiga) tahun.dan dapat diperpanjang- 
;;[;g ban'yak 2 (clua) kali masing-masing selama 1 (satu) tahun;

b. st,.rcli kela"Takan, berlaku dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)

ta []r. tn;

c. erksplcitasi, berlaku dalam jarrgka waktu 30 (tiga puluh) tahun sejak

ei<sPlotasi berakhir.

(2) Jangka waktu eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir 
.c'

dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan''

(3) Pemegang IUP harus memulai kegiatannya dalam jangka waKu paling

lama 6 (enanr; bulan setelah penerbitan IUP'

(4) Apabila pemegang IUP tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
' ' Oirar.trd padi a'iat (3), Dinas mengajukan .usulan ke Gubernur untuk

dilakukan peninjauan kembali, dan Badan Usaha peringkat berikutnya

Lngurng ciitetjpkan menjadi pemenang lelang wilayah kerja oleh

Gubernur.

Bagian Ketiga

Tatacara Penerbitan IUP Panas Bumi

l'cl5dl O

Bagian Kedua

lzin [.Jsaha Pertambangan Panas Bumi

Pasal 7

(1) Izin lJsaha Pertambangan (IUP) Panas Bumi diberikan kepada Badan
'-' -Urni 

o pei.crrang lelani wiliyah kerja setelah ditetapkan oleh Gubernur



9

sebacjaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf b, setelah menyelesaikan

semua kewajiban yang meliputi :

a. Membayar harga dasar data Wilayah Kerja atau bonus sebagai

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

b. Membayar kompensasi data (awarded compensation) kepada Badan

Usaira yi,rng melakukan penugasan survey pendahuluan dan tidak
nrcnjr.ii ,lcmenang lelang wilayah kerja.

(2) iUP 1;i;i14,1.,rii il,i r'ia dintaksud pada ayat (1) wajib memuat sekurang-
kurangnya:

a. Nama BaCan Usaha;

b. lcnis usaha yang diberikan;

c. )ani1l<a vral<tu berlakt tnya IUP;

d. Hak dan kewajiban Pemegang IUP;

e. Wilayah kerja;

f. Tahap pengembalian Wilayah Kerja.

(3) Sebelurn meiakukan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi,
Pemegang ILIP urajib memberitahukan kepada Gubernur.

BAB V

iii-(;iATAN USAHA PANAS BUMI

Bagian Pertama

Kegiatan Eksplorasi

Pasal 9

(1) Jancti.:a ,,^.,a1<rr untuk melakukan eksplorasi berlaku paling lama 3 (tiga)
tahur'r scjak ltjP diterbitkan dan dapat diperpanjang paling banyak 2
(dua) kali, masing-masing selama 1 (satu) tahun.

(2) Pemeq;ing IUP wajib memberitahukan rencana kegiatan eksplorasi
kepada Gubernur melalui Dinas paling lambat dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya IUP.

(3) Pemberitatruan rencana kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) disampaikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

a. Salinan IUI'];

b. Tancia bukti pembayaran kompensasi data dan/atau kompensasi
pemenang lelang (awarded compensation), yang disetor ke Kas

Daerah atau Bank Pemerintah yang ditunjuk;

c. Tanda bukti pembayaran iuran tetap eksplorasi yang disetor ke Kas

Daerah atau Bank Pemerintah yang ditunjuk;

d. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya selama satu tahun;

e. bukti penempatan jaminan pelaksanaan eksplorasi; dan

f. Surat pengangkatan kepala teknik tambang.

(4) Jaminan pelaksanaan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf e ditempatkan pada Bank dalam negeri dalam bentuk dan tata cara
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(5) Setelah menerima dokumen persyaratan yang lengkap sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Dinas wajib melakukan evaluasi.

Pasal 10

(1) Perpanjangan eksplorasi diajukan secara teftulis kepada Gubernur melalui

Dinas paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waKu eksplorasi

berakhir', dengan tembusan disampaikan kepada Menteri, Gubernur, dan

Bupati setempat.

(2) Permohonan perpanjangan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilengxapi dokumen sebagai berikut :

a. Tanda bukii pembayaran iuran tetap eksplorasi selama 3 (tiga) tahun
yang riiseior ke Kas Daerah atau Bank Pemerintah yang ditunjuk;

b. l'lasii keqiatan eksplorasi lengKap selama 3 (tiga) tahun;

c. Rencana l(erja dan Anggaran Biaya sesuai dengan perpanjangan.

(3) Setelah menerima dokumen persyaratan permohonan perpanjangan

eksplorasi, Dinas wajib melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan
hasil evaluasi laporan triwulan dan tahunan eksplorasi sebelumnya.

(4) Dinas v,/ajib menyampaikan hasil evaluasi sebagai rekomendasi atas

diterima atau ditolaknya perpanjangan eksplorasi kepada Gubernur,
paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.

(5) Gubernur wajib menetapkan diterima atau ditolaknya perpanjangan

eksplorasi, paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja

sejal< diterimanya hasil evaluasi.

Bagian Kedua

Kcqlatan Studi Kelayakan

l}1nrl I 1

(1) Perncg;,irg ttil:'wajib memberitahukan rencana kegiatan studi kelayakan
kepada GLibcrr-rur nrelalui Dinas paling lambat dalam jangka waktu 30
(tiga pulLrh) hari kerja sejak diterimanya IUP, dengan melampirkan
dokurn,:n scbagai berikut :

a. larrda bul<ti pembayaran iuran tetap terakhir yang disetor ke Kas

Daerair atau Bank Pemerintah yang ditunjuk;

b. lJasil kegiatan eksplorasi rinci terakhir;

c. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya studi kelayakan selama 2 (dtc)
tahun;

d. Rencan;r:;tudi analisa mengenai dampak lingkungan; dan

e. Rencana perubahan wilayah kerja.

(2) Setetah n,,=n.rima dokumen pers)-aratan studi kelayakan yang lengkap
:-.::-'--: --:-: : -:. .. ::a:a a.a'. '- I -:.- ",: : -aa':-i:a' a':l-:;..

(.qacn E<spioltas;

Pasal 12

Pemegang iUF i,,ajib nremberitahukan rencana kegiatan eksploitasi kepada
Gubernur nrelalui Dinas oaling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari
(e--a i:':.. f: :-..: -,: -:s: rit i?i >--.-:r \:iava(an, ciengan melampirkan
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a. Tanda bukti pembayaran iuran tetap terakhir yang disetor ke Kas Daerah
atau Bank Pemerintah yang ditunjuk;

b. Hasil keqiatan studi kelayakan;

c. Rencana Ker;a dan Anggaran Biaya selama 30 (tiga puluh) tahun;

d. Perhitungan harga keekonomian uap atau/listrik;

e. Keputusan kelayakan lingkungan berdasarkan hasil kajian Analisa
Mengenai Dampak Lingkungan atau persetujuan Upaya pengelolaan
Lingkungan dan Upaya pemantauan Lingkungan dari pejabat yang
berurenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

-

f' Keputusan izin penyediaan tenaga listrik untuk pembangkit listrik tenaga
panas bumi dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturSn
perundang-undangan;

g. Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan
h. Rencana pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa

dan rancang Lranglin daiam negeri.

Bagian Keempat

Pemanfaatan Langsung dan Mineral Ikutan

Pasal 13

(1) Pemegang IUP dapat melakukan pemanfaatan
langsung dan/atau pemanfaatan mineral ikutan
wilayah kerja pertambangan panas bumi,
permohonan kepada Gubernur melalui Dinas.

(2) Dalam mengusahakan pemanfaatan rangsung dan/atau mineral ikutan,
Pemegang IUP dapat melibatkan pihak lain dengan persetujuan
Gubernur.

(3) Permohonan untuk merakukan pemanfaatan panas bumi secara langsung
dan/atau pemanfaatan minerar ikutan sebagaimana dimaksud pada" a-yai
(1) paling sedikit memuat :

a. Dascrr pemikiran;

b. Potensi pemanfaatan;

c. Rencana kerja;

d. Pihak yang terlibat;

e. Kelayai.len e l<onomi; dan

f. Renc.tnai LaLa letak.

(4) Pengusahaan pemanfaatan langsung dan/atau mineral ikutan
dilaksarrakarr crcngan mengutamakan misyarakat di sekitar witayarr [e6a
pertamb.:ngen panas bumi, serta dapat diperhitungkan sebagai Oagian
dari Program Pengembangan dan pemberdayaan Maiyarakat. 

-

(5) Tatacara pernanfaatan panas
pemanl'aatan mineral ikutan,
perurrrj;,r rrg-u rirlangan.

panas bumi secara
yang terkandung di

setelah mengajukan

bumi secara langsung dan/atau
mengacu pada ketentuan peraturan
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Baqian Kelima

Pengembalian WKP

Pasal 14

(1) Pemegang IUP wajib mengajukan secara tertulis rencana pengembalian
sebagian atalr selL!!'uh wilayah kerja pertambangan panas bumi kepada
Gubernur mclaiui Dinas.

(2) Pengembalian seluruh wilayah kerja pertambangan panas bumi
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. lldak ditemukan cadangan energi panas bumi yang dapat diproduksi
secara komersial; dan

b. Jangka waktu IUP berakhir.

(3) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah pemegang IUP
menyelesaikan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP wajib
mengembalikan wilayah kerja eksplorasi sehingga wilayah kerja yang

dipertahankan untuk eksploitasi tidak boleh melebihi 10.000 (sepuluh
ribu) hektar.

(4) Permohonan pengembalian wilayah kerja pertambangan panas bumi,
dilampiri dokumen sebagai berikut :

a. Bukti melunasi seluruh kewajiban finansial serta memenuhi dan
menyelesaikan segala kewajibannya sesuai ketentuan peraturan
DeruIr{ idng-(indangan;

b. Menyer.rnl(an semua data, baik berbentuk analog maupun digital yang
ada hubungannya dengan pelaksanaan pengusahaan sumberdaya
nrnrc hr r rni' irn
Pv' ivv uvi,,t/ vs,,

c. Bukti pelaksanaan reklamasi dan pelestarian fungsi lingkungan.

(5) Dinas wajib menerbitkan Tanda Bukti Penerimaan Permohonan
pengembalran wilayah kerja pertambangan panas bumi setelah
diterimanya dokumen lengkap.

(6) Setelah menerima dokumen persyaratan yang lengkap sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), Dinas wajib melakukan evaluasi dalam rangka
pengembalian urilayah kerja pertambangan panas bumi.

(7) Paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Dinas wajib
menyampaikan hasil evaluasi sebagai rekomendasi atas diterima atau
ditolaknya pengembalian wilayah kerja peftambangan panas bumi kepada
Gubernur.

Bagian Keenam

Keadaan Kahar (Force Majeure)

Pasal 15

(1) Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan penghentian sementara
pengusoiraan sumberdaya panas bumi kepada Gubernur melalui Dinas
paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak
terjadinya keadaan kahar (force najeu@ sehingga menimbulkan
penghentian sebagran atau seluruh kegiatan usaha pertambangan panas
bumi.

(2) Permohonan penghentian sementara pengusahaan sumberdaya panas
bumi sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur
melal,.li i'-r -::. ,t:,-,:an i'relamcirkan dokurnen sebaqai berikut :
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a. Alasan penqhentian sementara;

b. Bukti-bukti terjadinya keadaan kahar (force najeure) sehingga

menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha
pertarnbangan Panas bumi; dan

c. Surat keterangan tentang terjadinya keadaan kahar (force najeure)
sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan

usaha pertambangan panas bumi dari instansi yang berwenang.

(3) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (force majeure) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi gempa bumi, banjir, longsor,
angin puting beliung, tsunami, kebakaran, dan bencana lainnya,
perubahan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pemogokan,

kerusuhan sosial, gangguan keamanan dan resistensi dari masyarakat
setempat, yang mengakibatkan terhentinya sebagian atau seluruh
kegiatan pertambangan panas bumi.

(4) Dinas wajib menerbitkan tanda buKi penerimaan permohonan
penghentian sementara pengusahaan sumberdaya panas bumi'

(5) Setelah menerima permohonan penghentian sementara pengusahaan

sumberdaya panas bumi, Dinas wajib melakukan evaluasi.

(6) Paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Dinas wajib
menyampaikan hasil evaluasi sebagai rekomendasi atas diterima atau
ditolaknya penghentian sementara pengusahaan sumberdaya panas bumi
kepada Gubernur.

(7) Paling lambat dalam jangka waKu 30 (tiga puluh) hari kerja, Gubernur
wajib memberikan keputusan tertulis mengenai diterima atau ditolaknya
permohonan penghentian sementara pengusahaan sumberdaya panas

bumi.

(B) Jangka waktu penghentian sementara pengusahaan sumberdaya panas

bumi diberikan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal keputusan
diterirna, dan dapat diperpanjang setiap tahun.

(9) Setiap kali perpanjangan jangka waktu penghentian sementara
pengusahaan sumberdaya panas bumi, paling lambat dalam jangka waKu
10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya persetujuan, pemegang IUP wajib
menyampaikan permintaan perpanjangan dengan melampirkan laporan
monitoring keadaan kahar (force majeure).

(10) Gubernur wajib memberikan penggantian waldu akibat penghentian

sementara yang diakibatkan oleh adanya keadaan kahar (force majeure).

BAB VI

PEMBII.JAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha panas bumi
dilaksanal<an oleh Dinas dengan melibatkan instansi terkait, yaitu :

a. Depaftemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

b. Dinas Kehutanan;

c. Badan Pengelolaan Ungkungan Hidup Daerah;

d. Dinas terkait di Kabupaten setempat; dan

e. Instansi lain yang dianggap perlu.



(2) Peml-.inaan (lan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melipLrli [-,c:r1cti]pan pelaksanaan kebijakan, pedoman, bimbingan,
fasilitasi, ar.irhan, supervisi, pemantauan dan pelatihan, dalam hal :

a. Pelaksan.-lan survei pendahuluan;

b. Pcnawar.rr, r^rilayah kerja peftambagan panas bumi;

c. l)t:ri_1rrr,trr; rlatt

d. [)enrbina:.:rr clan pengawasan terhadap Pemegang IUP.

(3) Perrrl-,irr.ran ii".rn pengawasan terhadap Pemegang IUP sebagaimana
dirrr;rii:,,rri p.rda ayat (2) huruf d meliputi :

a. KeEi3tan eksplorasi, terdiri atas :

1. Penerapan kaidah teknik dan standar;

2. Pelaksarraan kegiatan (ketepatan waktu);

3. Pclaporan; dan

4. l)rakiraan sunrberdaya dan cadangan.

b. Kegiatan eksploitasi, terdiri atas:

1. Penerapan kaidah teknik dan standar;

2. Perhitungan produksi;

3. Lapor.in pelaksanaan; dan

4. (ll)timalisasi pemanfaatan energi panas bumi.

c. fvldnajerlten dan monitoring sumur produksi dan sumur injeksi;

d. Kegiatan konservasi, terdiri atas :

1. Penreliharaan daerah resapan dan keluaran; dan

2. Pemanfaatan mineral ikutan.

e. Keselamatan dan kesehatan kerja, terdiri atas:

1. Organisasi serta personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
termasuk Kepala Teknik Tambang;

2. Administrasi pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);

3. Keseiamatan peralatan, lingkungan kerja, metode dan proses kerja;
dan

4. Penanganan dan analisa kecelakaan kerja.

f. Pengelolaan lingkungan hidup dan reklamasi, terdiri atas :

1. Penyusunan dan pelaksanaan analisis mengenai dampak
lingliungan atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya
pemantauan lingkungan; dan

2. Pelaksanaan reklamasi.

g. Pengernbangan linqkungan dan masyarakat setempat, terdiri atas:

1. Tnfornlasi program pengembangan masyarakat;

2. i.lc:rnitr'aan arrtara Pernegang IUP dengan masyarakat;

3. [].eaiisasi dan pengembangan masyarakat; dan

4. Pemberdayaan dan penggunaan tenaga kerja setempat.

h. Penguasaaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan

{,.in,,,; l,i rni, l,,rfliri al.aS:

74
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1. l-eknologi eksplorasi dan eksploitasi;

2. Penerapan kaidah teknik dan standar;

3. Penghitungan cadangan dan kapasitas sumber panas bumi; dan

4. Teknologi mengatasi kendala eksploitasi.

i. Keliatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan panas bumi

se'lanjang menyangkut kepentingan umum, terdiri atas:

1. Pelaksanaan ketentuan tentang jarak lokasi bor produksi terhadap
fasilitas umum;

2. Penyelesaian ganti rugi atas kerusakan yang disebabkan oleh
i(ri!.JiaLan partas bumi; dan

3. f)Cngernanan fasilitas umum dan tempat suci serta cagar budaya.

j. KegraLan r;tudi kelayakan, terdiri atas:

1. Prosedur analisa kelayakan;

2. []'err ranfaatan teknologi;

3. Rencana rancang bangun dan tata letak pembangkit;

4. Eiisiensi, kewajaran kegiatan dan biaya operasi;

5. Analisa sensitifitas/kepekaan perubahan; dan

6. Ar ralisis nrerrgenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan

iingkuirgan dan upaya pemantauan lingkungan.

(4) Tata cara pembinaan dan pengawasan kegiatan eksplorasi, studi
kelayakan, Can eksploitasi, dilakukan berdasarkan Pedoman Teknis yang

ditetapkan oleh Kepala Dinas.

(5) Kegiatan pernbinaan dan pengawasan termasuk perhitungan produksi di
laperngair, diidksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 17

(1) Pemegang ltJP wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas
rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usha pertambangan panas

bunri dengan keadaan yang sebenarnya kepada Gubernur melalui Dinas,

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Untrrk kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan, laporan yang
disanrpaikan berupa triwulanan, laporan tahunan, dan rencana kerja
tahunan;

b. Untuk kegiatan eksploitasi, laporan yang disampaikan berupa laporan
bulanan, laporan triwulanan, laporan tahunan, dan rencana kerja
tahunan.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakanakan
denqan ketentuan :

a. Laporan bulanan berupa laporan perhitungan produksi, disampalkan
paling larnbat tanggal 10 (sepuluh) setelah berakhirnya bulan
kalender;

b. Laporan triwulanan disampaikan paling lambat minggu pertama bulan
April, Juli, September, dan Januari;

c. Laporan tahunan, disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu
setelah berakhirnya tahun takwin.
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(3) Dinas Lfjii) melakukan evaluasi atas laporan sebagaimana. dimaksud
pada a'ral (1) rian (2), untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur.

(4) Gubr:rnLrr n:clirporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan usaha

perilirb;rnllar) panas burni meliputi kegiatan eksplorasi, studi kelayakan

dan eiispir:iLa:i kepada Menteri melalui Direktur lenderal Mineral Batubara

dan P,rnas l),"inri, setiap 5 (enam) bulan.

BAB VII

SANKSI
Pasal 18

(1) Sanksi liencabutan IUP dapat dikenakan apabila pemegang IUP

melakLrkail pelanggaran :

a. Tidak menyampaikan rencana kegiatan dan biaya sejak diterbitkannya
IUP;

b. Memaisukan data dan/atau dokumen yang dilampirkan;

c. Tidak melakukan kegiatan eksplorasi setelah menyampaikan rencana
kenialan

d. Setclah l<ontrak jual beli ditandatangani, pemegang IUP tidak
melal<ukan kegiatan eksplorasi.

(2) Mekanisrrre :rirnksi pencabutan IUP didahului dengan peringatan paling

sedil(ii. -j (ti ;a) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-
masin,q 1 (s.::r-'.r) bulan.

(3) Dalanr hnl scteiah diberikan peringatan yang ketiga pemegang IUP tidak
melail<ul<,in pi:rilaikan, Gubernur menetapkan pencabutan IUP.

Pasal 19

(1) Sanksi penglrerrtian sementara kegiatan dapat dikenakan apabila
pemegiing lLiP melakukan pelanggaran :

a. -i-l(i.il( nrerniliki Kepala Teknik Tambang;

b. Tidak nrelal<sanakan program Keselatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan

lingkungan;

c. l4clal<ukarr kegiatan yang membahayakan keselamatan masyarakat
dan lingkungan

(2) Mekanisrne sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana
dimaksrrd perla ayat (1), didahului dengan peringatan paling sediki( 3
(tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu)

bulan.

(3) Dalani lr.rl s3tetah diberikan sanrci penghentian yang ketiga pemegang

IUF liciak rrrelakukan perbaikan, Gubernur menetapkan penghentian

Ser'r rurlli;r a k, jgiatan.

Pasal 20

(1) Sanksi teguran teftulis dapat dikenakan apabila pemegang IUP melakukan
pelanggaran :

a. -l'idak menyampaikan laporan bulanan, triwulan, dan tahunan;

b. Tidak menyelesaikan kewajiban keuangan;

c. Tidak melaksanakan program pengembangan masyarakat'
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(2) Dalam hal 3 (tiga) kali teguran tertulis secara berturut-turut tidak

diindahkan ,:ten pemegang IUF, maka hak pelayanan akan dihentikan'

BAB VIII

PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Penggunaan Lahan

Pasal 21

(1) PenreSang IUP dilarang melaksa.nakan kegiatan di atas lahan sebelum

'-' n*ny"i"riikan kewajib"an terhadap pemegang hak atas tanah' sesuai

ketentUan preraturan perundangan-undangan'

(2) Pernegang IUP dilarang melaksanakan kegiatan eksplorasi' shJdi

kelayakan, maupun efsitoitasi di lahan .kehutanan 
yang berstatus

konservasi dan cagar aiam, sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3) Penggiunaatr lahan kehutanan berpedoman pada ketentuan peraturan

pe i-t I nr-1a n g - u nda n ga n.

Bagian Kedua

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 22

Pemeganc; IUP wajib memenuhi jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(K3) meliPt:ti :

a. Ter'ser:ii,r trya organisasi dan personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(K3), trrrmastrk Kepala Teknik Tambang;

b. Terselengg;ii!'anya administrasi pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan

Kerja (l(3);

c. Terpcn,,thinya jaminan keselamatan peralatan, lingkungan kerja' metode

cian 1;ioses. kr:rja; dan

d. Il:,,:.. '.ii rn'i'r proseclur penanganan dan analisa Keselamatan dan

K.r:.i ,.,1..tt :ir'rja (K3).

Bagian Ketiga

Penanggulanqan Dampak Lingkungan

Pasal 23

(1) !:,i,..lL.rrrr rrrelaksanakan kegiatan eksploitasi, pemegang IUP diwalbkan

n rr-i, r ri.,uar'L Ar ralisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)'

(2)Pcn'Tustln-rnAMDALdilaksanakanmelaluiinstansiterkaitdengantatacara
scsuai ketcntuan peraturan perundang-undangan'

(3) Pemegang IUP wajib melakukan penghijauan di daerah tangkapan air

'-' i u;un-ortu memelihara fungsi hutan di sekitar resoryoir panas bumi.

(4) Pemegang IUP wajlb melaporkan pengelolaan lingkungan. kepada instansi
' ' tei,<ai( piting sedi-t<it setiap 6 (enam) bulan dan ditembuskan ke Dinas.
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Bagian Keempat

l)elgenrhangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 24

(1) Perrir:g;rrq lIJP membuat Rencana Program Pengembangan dan
Penrber'da,vaan Masyarakat yang telah disepakati, dilaporkan dan
dikoorclirrasil<arr dengan Dinas, agar sesuai dengan program
pembanqunan Daerah.

(2) Progranr Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana
dinraksu,-i pacia ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat persetujuan
masyalirkat r;etcmpat.

(3) Pembebanan atas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Program
Pengenrbangan dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan tanggung
jawab Pcrne<lang IUP.

(4) GubernL:r dapat melakukan penggabungan Program Pengembangan dan
Pemberoayaan f'lasyarakat lebih dari satu Pemegang IUP untuk tujuan
sinkronisasi.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gtibernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
lawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
paaaranssarsgJey'€trtk/f )
f cuaear,run rAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di 8.,r ;tiLtrrrt
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PIi,OVII.JSI

]AWA BANA'T,

LEX LAK:,lil''IANA

BERITA DAERAH r:;.;',r.'ii'ili -,.,^rW/t EARATTAHUN 2009 NOMOR.... SERI....


